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BAB V 

PENUTUP 

1.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa: 

1. Kebijakan umum adalah pernyataan hasil atau arah yang tidak perlu 

spesifik, namun dapat memberikan arah yang jelas dalam menentukan 

keputusan yang perlu diambil dalam penerapan kebijakan. Berdasarkan hal 

tersebut maka kebijakan umum pembangunan daerah adalah kebijakan yang 

memuat arah atau petunjuk, serta ketentuan-ketentuan umum yang 

disepakati sebagai pedoman dalam penentuan kegiatan pembangunan yang 

akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selain itu, 

kebijakan umum pembangunan daerah dirumuskan untuk menunjukkan 

korelasi antara sasaran pembangunan daerah dan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang bertanggungjawab langsung terhadap pencapaian sasaran 

dimaksud, dalam hal ini 3 Sektor penting di Kabupaten Bone Bolango yaitu 

Sektor Kesehatan, Sektor Pendidikan, dan Sektor Infrastruktur wilayah.  

2. Adapun hambatan Pemerintah Daerah kabupaten Bone Bolango yaitu 

berupa: (1) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

pada tahun depan atau tahun berikutnya dilaksanakan ditahun berjalan, 

sehingga masih dalam perkiraan; dan (2) Asumsi harga masih berlaku 

ditahun sekarang sehingga tanggal harga dalam penyusunan APBD maupun 

pembuatan laporan pertanggung jawaban APBD ini mengikuti harga yang 

sekarang. 
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1.2 Saran 

Sebagai saran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah Daerah Bone Bolango dalam mengambil langkah kebijakan 

harus menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas di dalam 

pengelolaan APBD, jika tidak menerapkan prinsip transparansi maupun 

akuntabitas ini masyarakat akan sulit percaya kepada Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bone Bolango. 

2. Pemerintah Daerah Bone Bolango selain menerapkan prinsip transparansi 

dan akuntabilitas pemerintah daerah juga harus menerapkan fungsi 

pengawasan dan peraturan perundang-undangan lebih jelas yang terkait 

dengan prinsip transparansi maupun akuntabilitas dalam pengelolaan 

APBD, karena fungsi pengawasan dan peraturan perundang-undangan yang 

terkait ini sangat berpengaruh terhadap jalannya kepemerintahan di daerah 

tersebut.  
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